BUPATI BELU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU
- NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan
Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
? Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah
Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 1655 );

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan  Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan  Perizinan Berusaha Di Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
6,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6618);
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Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELU
dan
BUPATI BELU

MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERIZINAN BERUSAHA. ' '

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha
untuk memulai dan menjalankan usaha dan atau kegiatannya. '

2. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang
melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

3. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti
registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha
dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan

} usahanya.

4. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pem
pelaksanaan kegiatan usaha.

5 Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugi
atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.

6. Daerah adalah Kabupaten Belu.

7. Perangkat Daerah adalah unsur pem
Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan
yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten

8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang
selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah pemerintah
Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan

Daerah.
9. Maklumat Pelayanan adal
rincian kewajiban dan janji

enuhan standar

an dari suatu bahaya

bantu Bupati dan Dewan Perwakilan
Urusan Pemerintahan

ah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan

yang terdapat dalam standar pelayanan.

10. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai
pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas
pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada
masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah,
terjangkau, dan terukur.

11, Standar Operasional Prosedur selanjutnya disingkat SOP adalah

serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses
Penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus

dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
12. Daring... ?
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12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

19,

20.

21.

22.

23.

24.

Daring adalah serangkaian kegiatan dalam jaringan yang terhubung

melalui jejaring komputer, internet, dan sebagainya.
Luring adalah serangkaian kegiatan di luar jaringan a
jejaring computer.

Lanjut Usia adalah seseorang yang telah menca
puluh) tahun keatas.
Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan
fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang
dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan
kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga
negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
Pengaduan adalah penyampaian keluhan yang disampaikan pengadu
kepada pengelola pengaduan pelayanan publik atas pelayanan pelaksana
yang tidak sesuai dengan Standar Pelayanan dan SOP atau pengabaian
kewajiban dan/atau pelanggaran larangan oleh Penyelenggara.

Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah
pengintegrasian Pelayanan publik yang diberikan oleh kementerian,
lembaga, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, badan usaha
milik negara, badan usaha milik daerah, serta swasta secara terpadu pada
1 (satu) tempat sebagai upaya meningkatkan kecepatan, kemudahan,
jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan.
Layanan Pengaduan adalah kegiatan penanganan pengaduan sesuai
dengan mekanisme dan tata cara pengelolaan pengaduan.

Tim Pengembangan Sistem Informasi adalah tim yang dibentuk dalam
rangka penyusunan dan penyediaan basis data di bidang Perizinan
Berusaha melalui sistem informasi.

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha
berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.

Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single
Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik
terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk
penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang
mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun
penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan
dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan
teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun
nonelektronik.

Informasi Yang Dikecualikan adalah Informasi yang tidak dapat diakses
oleh Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yang selanjutnya disingkat
PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan,
pendokumentasian, peny=diaan, dan/ atau pelayanan Informasi di bidang
publik.

tau terputus dari

pai usia 60 tahun (enam

25. Pengawasan. ..

Dipindai dengan CamScanner

7


https://v3.camscanner.com/user/download

25,

26.

27,

28.

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi: I

e S e

f
g.
h.
i
1

k.
L
m.

(1)

(2)

j. Ppembinaan dan Pengawasan;

Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan }(eglatan usaha
sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan
melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dlpenuhl
oleh Pelaku Usaha.

Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat UMK adalah usaha
mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. |
Bupati adalah Bupati Belu.

Provinsi adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pasal 2

~

jenis perizinan;

persyaratan perizinan;

pelaksanaan pelayanan;
pengelolaan pengaduan masyarakat;
pengelolaan informasi;

penyuluhan kepada masyarakat;
pelayanan konsultasi;
pendampingan hukum;
pemantauan dan evaluasi; | |

pelaporan;
partisipasi masyarakat; dan
pendanaan.

BAB II
JENIS PERIZINAN

Pasal 3

|

Jenis Perizinan Berusaha meliputi: ’ I

a. NIB untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah; | .‘

b. NIB dan Sertifikat Standar untuk kegiatan usaha dengan tmgkat Risiko
menengah; . .

c. NIB dan Izin untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tmggl,

d. NIB, Izin dan Sertifikat Standar, untuk kegiatan usaha dengan tingkat
Risiko tinggi yang mensyaratkan verifikasi standar pelaksanaan kegiatan
usaha; dan _ !

e. Perizinan Berusaha lainnya penunjang kegiatan usaha. '

Jenis Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dlterapkan

pada sektor dan sub sektor Perizinan Berusaha sesuai ketentuan peraturan

. |

perundang-undangan. | |
|

|

|

BAB III...

F
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BAB III
PERSYARATAN PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 4

(1) Setiap Pelaku Usaha yang akan memulai dan melakukan kegiatan usaha di
Daerah wajib memenuhi:
a. persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan/atau
b. Perizinan Berusaha berbasis Risiko.

(2) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a meliputi: :
a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
b. persetujuan lingkungan; dan
€. persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.

(3) Ketentuan mengenai persyaratan dasar Perizinan Berusaha dan Perizinan
Berusaha berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai
dengan peraturan perundang-u ndangan.

Pasal 5

(1) Setiap aparatur sipil negara dilarang menetapkan syarat dasar Perizinan
Berusaha selain yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-
Jundangan.
(2) Aparatur sipil negara yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangan-undangan '

BAB IV
PELAKSANAAN PELAYANAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

(1) Bupati berwenang melaksanakan penyelenggaraan Perizinan Berusaha.

(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada
Kepala DPMPTSP.

(3) Pelaksanaan penyelenggeraan Perizinan Berusaha dilakukan dengan
prinsip:

kejelasan dan kepastian;

kemudahan akses;

persamaan perlakukan/nondiskriminatif;

professional;

keterbukaan; dan

perlakuan khusus bagi kelompok rentan, Lanjut Usia dan Penyandang

Disabilitas.

Mo Qo oy

(4) Ketentuan...

f
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(4) Ketentuan mer.lgenai pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1) Setiap orang dilarang: .
a. menghambat dan/atau menghalang-halangi proses pelayanan Perizinan
Berusaha; |
b. menjadi calo di dalam pengurusan Perizinan Berusaha; dan/atau
c. menggunakan jasa calo di dalam penglurusan Perizinan Berusaha.
(2) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)
huruf ¢ dikenakan sanksi administratif berupa:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis;
c. penundaan pemberian Perizinan Berusaha; atau
d. pembatalan pemberian Perizinan Berusaha.
(3) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga
termasuk pengenaan sanksi sebagaimana diatur di dalam peraturan

perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 8

(1)# DPMPTSP bertanggung jawab dalam meningkatkan pelayanan Perizinan

Berusaha dan mewujudkan inovasi pelayanan Perizinan Berusaha yang
terukur, sederhana, dan cepat.
(2) Tanggung jawab sebagaimana diinaksud pada
a. penyusunan, penetapan dan penerapan St
Pelayanan dan SOP;
penyediaan layanan khusus;
pengintegrasian layanan;
penyediaan pelayanan berbantuan;
penyediaan pelayanan bergerak; dan/atau
pembentukan MPP.

ayat (1) meliputi:
andar Pelayanan, Maklumat

mo oo

Bagian Kedua
netapan dan Penerapan Standar Pelayanan, Maklumat

Penyusunan, Pe ‘
Pelayanan Dan SOP

Pasal 9

jawab  dalam melaksanakan koordinasi
an Standar Pelayanan, Maklumat
Perizinan Berusaha sebagaimana

(1) DPMPTSP  bertanggung
penyusunan, penetapan dan penerap
Pelayanan dan SOP penyelenggaraan

dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a.
(2) Penyusunan Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan dan SOP

dilaksanakan untuk:
a. memberikan... ?
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a. memberikan pedoman dan ukuran yang dibakukan bagl pember]
layanan penenima lavanan Perizinan Berusaha,
b menjamin adanya kepastian prosedis dan wakiu bagh penierima layanan
Penszinan Nepasaha, dan
c. menjadi salah saty indikator dalam melaksanakan evaluasi kinerja
pelavanan Perisinan Neoysaha & Daevah
(3 Peryuisunan  Standar  Pelayanan,  Makiumat  Pelayanan  dan SO
sehagaimana  dimaksud pada ayat (1) mebputi Standar  Priayanan,
Makliimat Pelavanan dan S0P tentang
a. layanan berhasie tingka! Nisdko
I rendah, .
< meoengah dan
A unge,
pada sekior dan subsektor Perimnan Berusaha sebagaimana diatue i
dalam pwraturan perindang undangan.
layanan khusus,
yanan tenntegras,
layanan berbantuan,
Layanan bergerak,
pengeriolaan Pengaduan masyarakat;
pengriolaan Informam,
penivuluhan kepada masyvarakat,
M laveanan konsuitas; dan

}  pendampingan hukum.

4 Pemyusunan Standar  Pelayanan, Maklumat Pelayanan dan SOP
sebagumana dimaksud pada ayat (3) didakukan oleh DPMPTSP, Perangkat
Daerah tebrus yang berkaitan dengan Perzinan Berusaha, kecamatan, dan

pemenntah desa/ kelurahan.

TR ™8 g w

Pasal 10

(1} Kepala DPMPTSP dapat membentuk um untuk menyusun Standar
Pelayanan, Maklumat Pelayanan dan SOP pelayanan Perizinan Berusaha.
{2y Tum sebagaimana duraksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan
kepala DPMPTSP.
(3 Tim penyusun sebagamana dimaksud pada ayat (2) terdin dan:
4. aparatur sipil negara di DPMPTSP,
b. aparatur sipd negara &1 Perangkat Daeral) yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang
). pekerjaan umum dan penataan raang,
2. ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat,
3. tenaga kerja;
4, lingkungan hidugp,
5. perhubungan;
6. komunikasl dan informatika;
7. koperasi, usahe kecil, dan menengah;
8. kelautan dan penbamnun,

9. pariwisata;,., ?
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9. Pariwisata;
10. pertanian;
11. energi dan sumber daya mineral;
12. perdagangan; dan /atau
13. perindustrian;
C. unsur perangkat kecamatan; dan
d. unsur perangkat desa/kelurahan.

) K.eangg?taan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan bagi terlaksananya

penyusunan Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan dan SOP Pelayanan
Perizinan Bemsaha‘

(5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:

a. melakukan identifikasi komponen Standar Pelayanan dan jenis layanan
pelayanan Perizinan Berusaha;

b. menyusun rancangan Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan dan SOP
pelayanan Perizinan Berusaha;

c. melaksanakan sosialisasi dan/atau penyebarluasan rancangan atau
draf Standar Pelayanan, Maklumat Eli’elaay:aman dan SOP pelayanan
Perizinan Berusaha yang telah ditetapkan; dan

d. melakukan evaluasi paling sedikit 1 /(satu) kali dalam setahun sejak
Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan dan SOP pelayanan Perizinan
Berusaha tersebut ditetapkan.

(6)#* Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d dilaporkan
kepada kepala DPMPTSP.

(7) Kepala DPMPTSP bertanggung jawab untuk melakukan mengambil
kebijakan sesuai dengan kewenangannya dalam rangka perbaikan
dan/atau peningkatan layanan atau inovasi pelayanan Perizinan Berusaha
di Daerah atas dasar evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf
d.

Pasal 11

(1) Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan dar} SOP pelayanan Perizinan
Berusaha ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) DPMPTSP secara terkoordinasi dengan ‘Per.angkat Dae::ah . yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan
informatika bertanggungjawab menyebarlgaskan rancangan dan keputusan
penetapan Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan dan SOP pelayanan

Perizinan Berusaha. : 2
(3) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

a. media cetak dan media elektronik;
b. Daring; dan

c. Luring. 0
4) Penyebarluasan secara Darnng s :
o b dii’a.lmkan di situs web milik Pemerintah Daerah.
bagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf

a. ruang... ?
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ruang pelayanan Perizinan Berusaha;
kantor kecamatan;

kantor desa/kelurahan; dan/atau
fasilitas umum lainnya.

ao TP

Pasal 12

(1) Setiap aparatur sipil negara yang bertugas dan/atau bertanggung jawab
dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha wajib menerapkan Standar
Pelayanan, Maklumat Pelayanan dan SOP yang telah ditetapkan.

(2) Setiap aparatur sipil negara yang tidak melaksanakan kewajiban
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

(1) Setiap tahapan penyusunan, penetapan dan penerapan Standar Pelayanan,
Maklumat Pelayanan dan SOP pelayanan Perizinan Berusaha harus
melibatkan partisipasi dari unsur masyarakat.

(2) Pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. ikut serta mulai dari tahap rancangan Standar Pelayanan;
b. ikut serta dalam penyebarluasan informasi terhadap rancangan Standar
b4 Pelayanan; dan/atau
c. melaksanakan Pengawasan terhadap penerapan Standar Pelayanan,
Maklumat Pelayanan dan SOP pelayanan Perizinan Beru saha.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan, penetapan dan penerapan
Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan dan SOP Pelayanan Perizinan
Berusaha diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan
perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penyediaan Layanan Khusus

Pasal 15

(1) DPMPTSP bertanggung jawab dalam penyediaan layanan khusus bagi
kelompok rentan, Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas.

(2) Penyediaan layanan Kkhusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan untuk:
a. kemudahan aksesibilitas;
b. memberikan pelayanan prioritas; dan
c. mewujudkan pelayanan yang ramabh.

(3) Penyediaan layanan khusus dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan
kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 16... ?
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Pasal 16
(1) Kemudahan aksesibili . |
. - sesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2)
uruf a bagi kelompok rent . ,
i D e : an melalui ketersediaan:
. , ormasi dalam bentuk audio dan visual di ruang pelayanan;
b. ,]ahll' menuju ruang pelayan Perizs i - R
sennral tonddi yanan Perizinan Berusaha yang dilengkap! ubin
M gl block) dan ubin peringatan (warning block);
: e g miring (ramp) menuju rua.ng pelayanan Perizinan Berusaha
ar e ag.nan pegangan tangan (handrail) pada sisi kiri dan sisi kanan;
. pegangan tangan (handrail di toilet, tangga, lokasi yang landau atau
area yang rawan bahaya; ‘
i, & |
€. ten?pat parkir khusus untuk Penyandang Disabilitas yang letaknya
paling dekat dengan pintu ruang masuk ruangan; dan
f. alat bantu, alat peraga dan/atau kursi roda dengan jumlah paling
rendah 1 (satu) buah.
(2) Akses t':l!:as informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufa meliputi:
a. fasilitas huruf berjalan (teletext/running text) pada ruang pelayanan
Perizinan Berusaha;
b. fasilitas televisi text pada ruang tunggu pelayanan Perizinan Berusaha;
dan/atau |
c. pengeras suara di ruang pelayanan Perizinan Berusaha.
(3) Selain kemudahan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
# DPMPTSP dapat menyediakan huruf braille pada kertas atau formulir isian
dalam pengajuan Perizinan Berusaha dan/atau pegangan tangga.

Pasal 17

(1) Pelayanan prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b

dilaksanakan dengan cara:

a. penerapan bebas antrian
Penyandang Disabilitas;

b. penyediaan loket khusus; dan/atau

¢. pendampingan.

(2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dilakukan oleh
petugas khusus yang ditunjuk oleh kepala DPMPTSP. :

(3) Petugas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi
?rsrz:::ltaa:a;tkan persctujuan dari kelompok rentan, I..anj.ut Usia dan/atau

Penyandang Disabilitas sebelum melakukan pendampingan; :

b. memahami kebutuhan dan hambatan kelompok rentan, Lan]ut. .Us|a
dan/atau Penyandang Disabilitas dalam melakukan proses Perizinan

rusaha di Daerah; dan ; :
. aul dan berinteraksi secara baik dengan

c. memiliki kemampuarn berg ¢ e
kelompok rentan, Lanjut Usia dan/atau Penyandang Disabilitas.

Pasal 18... ¢
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Pasal 18

Pelayanan yan i

dil:lf aky g ramah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf ¢
sanakan dengan cara menyediakan: ’

a. ruang bermain anak; i

b. ruang laktasi bagi ibu menyusui; |

. kursi S i ii i | isabili
c si khusus di ruang tunggu bagi ibu hamil dan Penyandang Disabilitas;
dan/atau
d. ruang khusus merokok. |

Bagian Keempat
Pengintegrasian Layanan

Paragraf 1
Umum

Pasal 19

(1) DPMPTSP bertanggung jawab dalam pengintegrasian Iaydnan Perizinan
Berusaha di Daerah. '
(2) Pengintegrasian layanan sebagairaana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
a. pendekatan pelayanan bagi masyarakat; dan
b. mewujudkan penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang cepat dan
mudah.
|
Pasal 20 |
Pengintegrasian layanan Perizinan Berusaha meliputi:

a. penyediaan perangkat keras dan jaringan komunikasi; dan
b. sinkronisasi pelayanan Perizinan Berusaha.

Paragraf 2

Penyediaan Perangkat Keras Dan Jaringan Komunikasi

Pasal 21

keras dan jaringan komunikasi sebagaimana

(1) Penyediaan perangkat
0 huruf a diutamakan bagi wilayah T‘i Daerah yang

dimaksud dalam Pasal 2

belum memiliki aksesibilitas memadai. |
(2) Bupati menetapkan wilayah di Daerah yang belum memiliki aksesibilitas

yang memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan
Bupati. :
|
Pasal 22

terkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang
rusan pemerintahan di bidang komunikasi dan
g jawab dalam memfasilitasi penyedinan perangkat

(1) DPMPTSP secara
menyelenggarakan u
informatika bertanggun

keras dan jaringan komunikasi.

(2}| Penyediaan... ?
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anakan untuk

(2) Penyediaan perangkat keras dan jaringan komunikasi dilaks >
Berusaha di

mendukung pelaksanaan pengintegrasian layanan Perizinan
kecamatan atau desa/kelurahan. !
Paragraf 3 I
Sinkronisasi Pelayanan Perizinan Berusaha

Pasal 23
Sinkronisasi pelayanan Perizinan Berusaha{ sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20 huruf b dilaksanakan: |
a. antara DPMPTSP dengan Pemerinta.h! kecamatan dan pemerintah
desa/kelurahan; dan !
b. antara DPMPTSP dengan Perangkat Daerah teknis lainnya yang berkaitan
dengan Perizinan Berusaha,

Pasal 24

Sinkronisasi pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20 ayat huruf b dilaksanakan secara Lu;ring dan Daring.

Pasal 25
! .

(1) Sinkronisasi antara DPMPTSP dengan kecamatan dan pemerintah
desa/kelurahan dilaksanakan untuk pendekatan pelayanan Perizinan
Berusaha yang diselenggarakan oleh DPMPTSP kepada masyarakat di
tingkat desa/kelurahan dan kecamatan.

(2) Pemerintah kecamatan berperan dalam memfasilitasi pelayanan Perizinan
Berusaha dengan cara:

a. menyediakan dan memberikan Informasi atau konsultasi mengenai
persyaratan dan tata cara pelaksanaan Perizinan Berusaha;
b. melakukan koordinasi dengan unsur kecamatan dan/atau DPMPTSP
dalam rangka penyelenggarazn Perizinan Berusaha; dan
memfasilitasi pengurusan Perizinan Berusaha di tingkat desa/kelurahan

dan/atau DPMPTSP. :
(3) Fasilitasi pelayanan Perizinan Berusaha di kecamatan berlaku secara

mutatis mutandis untuk fasilitasi pelialyanan Perizinan Berusaha di
desa/kelurahan. !

C.

Pasal 26 |

(1) Sinkronisasi antara DPMPTSP dengan Perangkat Daerah teknis lainnya
yang berkaitan dengan Perizinan Berusaha dilaksanakan untuk
pengurusan persyaratan teknis yang diatur di dalam peraturan perundang-

undangan kepada masyarakat. |
(2) Perangkat Daerah teknis lainnya yang berkaitan dengan Perizinan Berusaha

berperan dalam memfasilitasi pelayanan Perizinan Berusaha dengan cara:
a. menyediakan... ?,
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|

a. menyediakan dan me
norma, standar

mberikan Informasi atau konsultasi mengenai
b, M itoitine ’ pf'osed}u, dan kriteria Perizinan Berusaha;
- S1 verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan

usaha dan penerbitan serti
R sertifikat stan i
kegiatan usaha; dan dar sesuai sektor ém sub sektor

c. "'Iht:elakukan koordinasi d

15, 5% engan DPMPTSP |
Perizinan Berusaha, dalam rangka penyelenggaraan

Bagian Kelima ’
Penyediaan Layanan Berbantuan

i
l.
il
~

]

t

Pasal 27

(1) Pel:%tyé_man berbantuan dilakukan dalam hal pelayanan Sistem OSS:
a. belum tersedia; atau
b. terjadi gangguan teknis.
(2) Ketentuan mengenai pelayanan berbantuan dilakukan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan. |

f
Bagian Keenam
Penyediaan Layanan Bergerak

|

' Pasal 28

(1), Bupati berwenang menyediakan pelayanan bergerak atau sqi:butan lainnya

di Daerah. |
(2) Kewt:ax;langan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
DPMPTSP.

(3) Pelajfé.nan bergerak atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) |dilakukan untuk mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada

4

Pelaku Usaha dengan menggunakan sarana transportasw atau sarana

lainnya.
(4) Penyediaan sarana
bergerak atau sebutan lainnya dilakukan secara b

kemampuan keuangan Daerah.

dan prasarana dalam rangka pelaksanaan pelayanan
ertahap sesuai dengan

Pasal 29 |

Lo
nan Berusaha yang dilaksanakan mellalm pelayanan
lainnya dilakukan oleh tim pelayanan bergerak.
sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada

(1) Penyelenggaraan Perizi
beréerak atau sebutan

(2) Tim pelayanan bergerak atau
ayat (1) terdiri dari: . |
a. Bupati selaku penanggung jawab; |
b. Sekretaris Daerah selaku pengarah;
c. kepala DPMPTSP selaku -ketua, dan
d. anggota, yang terdiri dari:

1. aparatur sipil negara di DPMPTSP; dan

‘2. aparatur... %
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2. aparatur sipil negara di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang:
a) pekerjaan umum dan penataan ruang;
b) ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat;
¢) tenaga kerja;
d) lingkungan hidup;
€) perhubungan;
f) komunikasi dan informatika;
g) koperasi, usaha kecil, dan menengah;
h) kelautan dan perikanan;
i) pariwisata;
J) pertanian;
k) energi dan sumber daya mineral;
I} perdagangan; dan/atau
m) perindustrian.
(3) Pembentukan dan pembagian tugas serta tangggung jawab dari tim
pelayanan bergerak atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala DPMPTSP atas nama Bupati.

Pasal 30

(1) Pelayanan bergerak atau sebutan lainnya dilakukan dengan fasilitas mobil
! keliling.
(2) Pelayanan bergerak atau sebutan lainnya se
(1) dilakukan di lokasi:
a. pasar;
b. kecamatan;
c. desa/kelurahan; atau
d. tempat lain berdasarkan kebutuhan.

bagaimana dimaksud pada ayat

Pasal 31

(1) Jenis layanan pada pelayanan bergerak atau sebutan lainnya meliputi:

a. sosialisasi;
b. promosi;
c. konsultasi; dan

d. fasilitasi pengurusan,

di bidang Perizinan Berusaha.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelayanan pelayanan bergerak

atau sebutan lainnya diatur calam Peraturan Bupati.
Bagian Ketujuh
Pembentukan MPP
Pasal 32

(1) Bupati berwenang untuk membentuk MPP di Daerah.
(2) Pembentukan... ¢
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(2) Pembentukan MPP dilakukan
Bupati kepada menteri
bidang aparatur negara,

(3) DPMPTSP bfartanggung Jawab dalam memfasilitasi usulan penyelenggaraan
MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Pembentukan MPP ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah

menda}patkan pPersetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang aparatur negara.

melalui usulan penyelenggaraan MPP oleh
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

Pasal 33

(1) ‘:;;:;aﬁ dapat membentuk tim untuk menyusun usulan penyelenggaraan
(?) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah terdiri dari:
a. pembina, yang dijabat oleh Bupati; |
b. ketua, yang dijabat oleh kepala DPMPTSP;
c. sekretaris, yang dijabat oleh sckretaris DPMPTSP; dan
d. anggota.
(3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri dari:
a. unit kerja sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hukum;
b. organisasi masyarakat di bidang perdagangan;
Fc. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang:
perumahan rakyat dan kawasan permukiman
penelitian dan pengembangan Daerah;
pekerjaan umum dan penataan ruang;
pemberdayaan masyarakat dan desa;
lingkungan hidup;
komunikasi dan informatika;
tenaga kerja;
perhubungan; dan ,
. koperasi, usaha kecil, dan menengah; dan/atau
d. tenaga ahli sesuai kebutuhan. '
(4) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d terdiri dari orang
atau badan hukum yang memiliki kompetensi dan keahlian dalam bidang

S Yo anp o o

penelitian. - : )
(5) Pembentukan tim beserta tugas dan tanggung jawabnya ditetapkan dengan

Keputusan Bupati.

Pasal 34

Ketentuan mengenai tata cara pembentukan MPP di Daerah dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BABV ...
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PEN .
GELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Umum
Pasal 35

Pcygc?olnn‘!‘en'ga'duan masyarakat dilakukan secara cepat, tepat, transparan,
adil, tidak diskriminatif, dan tidak dipungut biaya.

Pasal 36

(1) DPMPTSP dan setiap Perangkat Daerah teknis terkait dengan
vmyelultmm Perizinan Berusaha bertanggung jawab dalam
menyediakan Layanan Pengaduan dalam rangka pengelolaan Pengaduan
masyarakat.

(2) Layanan Pengaduan dilaksanakan untuk memberikan kesempatan bagi
masyarakat untuk mengawasi dan menilai kualitas layanan Penzinan
Berusaha di Daerah,

(3) Layanan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan cara menyediakan:

Ja. kotak Pengaduan;
b. teknologi informasi dan komunikasi, yang meliputi:
1. nomor kontak Pengaduan melalui telepon dan/atau layanan pesan
singkat; dan
2. secara Daning;
. petugas penerima Pengaduan,

(4) Layanan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

memperhatikan kepentingan dan kebutuhan Penyandang Disabilitas.

Pasal 37

(1) Bupati membentuk tim Layanan Pengaduan dalam rangka melaksanakan

pengelolaan Pengaduan masyarakat.

(2) Tim Layanan Pengaduan scbagainana dimaksud pada ayat (1) terdin dan.
a. Bupati selaku pembina;

Sekretaris Daerah selaku pengarah;

kepala DPMPTSP selaku Kketua tim: dan

anggota, yang tercin dar ‘

1. aparatur sipil negara di DPMPTSP, dan

2. aparatur sipil negara & Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
urusan pemenntahan di bedang’

umum dan penataan uang.
:; :::ﬁﬂ,m- n, keteruban umum, dan pelindungan masyarakat,

¢) tenaga kena
d) lingkungan hidup;

PPy

e} perhubungan... 1
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€) perhubungan;
f) komunikasi dan informatika;
g) kesehatan;
h) koperasi, usaha kecil, dan menengah
i) kelautan dan perikanan;
J) pariwisata;
k) pertanian; i
1) energi dan sumber daya mmera.l,'
m) perdagangan; dan /atau
n) perindustrian, |

f. perangkat keca.rqatan; dan '

g. perangkat desa/kelurahan. ‘

(3) Pembentukan dan pembagian tugas serta Ta_ngggungjawab dari tim Layanan

Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Keputusan Bupati. 1

|
Pasal 38 |

Tim Layanan Pengaduan bertugas:
a. menerimaan dan memberikan tanda terima Pengaduan;
b. memeriksaan kelengkapan dokumen Pengaduan;
c. mengklasifikasi dan memprioritaskan penyelesaian;
d. p menelaah dan menanggapi Pengaduan; :
e. penatausahaan; .
f. pelaporan; dan
g. pemantauan dan evaluasi.
Bagian Kedua
Penerimaan Dan Pemberian Tanda Terima

Pasal 39

(1) Pengaduan masyarakat dilaksanakan secara:
a. Daring;
b. tertulis; dan
c, lisan.

(2) Pengaduan se
pengaduan pada situs web.

(3) Pengaduan tertulis diajukan dengan rnenglm formulir Pengaduan atau

mengirimkan surat Pengaduan. .
(4) Pengaduan lisan diajukan dengan mengadukan langsung di kantor

DPMPTSP.
(5) Dalam hal pengadu memiliki kebutuhan khusus, petugas bertanggung

jawab untuk membaniu dan mendampingi pengisian formulir Pengaduan.

cara Daring dilaksanakan melalui pengisian formulir

Pasal 40...
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Pasal 40
(1) Formulir Pengaduan atay surat P
a. identitas pengadu;
b. uraian mengenai alasan
c. hal yang dimohonkan,
Pengadu hrfn'us menyertakan dokumen kelengkapan Pengaduan yaitu:
a. fotokopi kartu tanda penduduk atau
b. alamat lengkap pengadu; dan
¢. data atau bukti dukung terkait dengan Pengaduan yang diadukan.

(3) Bentuk formulir Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dalam Peraturan Bupati,

engaduan paling rendah memuat:

pengajuan Pengaduan; dan
(2)

identitas lain yang sah;

rasal 41

(1) Petugas penerima Pengaduan menerima dan memberikan tanda terima
pada setiap Pengaduan yang disampaikan oleh Pengadu.

(2) Setiep aparatur sipil negara dilarang melakukan pungutan pada saat
menerima dan memberikan Layanan Pengaduan kepada masyarakat.

(3) Setiap aparatur sipil negara yang melanggar larangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
a. teguran lisan; dan
b. teguran tertulis.

(4)® Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), juga
termasuk pengenaan sanksi sebagaimé.na diatur di dalam peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen

Pasal 42

1) Petugas penerima Pengaduan memeriksa formulir Pengaduan atau surat
Pengaduan dan dokumen kelengkapan Pengaduan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 40.

(2) Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan
lengkap, maka petugas penerima Pengaduan mencatat Pengaduan
Masyarakat ke dalam buku registrasi Pengaduan.

(3) Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan
belum lengkap, maka petugas penerima Pengaduan memberikan surat
pemberitahuan ketidaklergkapan dokumen paling lama 3 (tiga) hari kerja
terhitung sejak diterimanya Pengaduan.

Pasal 43

(1) Pengaduan yang tidak lengkap paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung
sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 42 ayat (3) harus dilengkapi oleh pengadu.

(2) Apabila...

7
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(2) Apabila setelah j »
belum melengk’-‘?]talijika 2 Sehagaimana dimaksud pada ayat (1) pengadu
P! Pengaduan, maka Pengaduan dinyatakan tidak diterima.

' Bagian Keempat
Pengklasifikasian Dan Prioritas Penyelesaian

Pasal 44 ‘

(1) rlz:::gas Pc:-lenma Pengaduan melaksan:akan klasifikasi bagi Pengaduan
. !

(2) Eﬁ:j?m g’engaduan m'tisyarakat ber:fiasarkan klasifikasi sebagaimana

aksud pada ayat (1) didasarkan pada urutan prioritas penyelesaian
meliputi: !

a. klasifikasi penting.

b. Kklasifikasi sangat segera; dan

c. klasifikasi segera. |

(3) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:

a. Klasifikasi penting, dalam hal permasalahan yang diadukan dapat
menyebabkan terganggunya ketertiban umum dan/atau pertumbuhan
ekonomi Daerah.

b. klasifikasi sangat segera, dalam hal permasalahan yang diadukan
memiliki dampak tidak terpenuhinya hak atas memperoleh perizinan
dan kerugian secara materiil; dan i

pc. klasifikasi segera, dalam hal pennas:,alahan yang diadukan memiliki
dampak tidak terpenuhinya hak atas memperoleh perizinan.
|

Bagian Kelima
Penelaahan Dan Tanggapan

Pasal 45

(1) Petugas penerima Pengaduan melakukan penelaahan terhadap Pengaduan
masyarakat. '
(2) Penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk

menentukan: &l
a. sumber permasalahan terhadap pelayanan Perizinan Berusaha;
b. dugaan adanya pelanggaran Standar Pelayanan dan SOP pelayanan

Perizinan Berusaha; o
faktor penyebab terjadinya pelanggaran terhadap pelayanan Perizinan

rusaha; i
i anggung jawab menyebabkan terjadinya

d. para pihak yang Dert .
ielang;aran terhadap pelayanan Perizinan Berusaha; dan /atau

e. instansi/lembaga atau perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan
untuk menyelesaikan permasalahan terkait dengan penyelenggaraan

Perizinan Berusaha. _
aimana dimaks

.3) Hasil penelaahan sebaga a3l
tindak lanjut penyelesaian permas

rekomendasi.

ud pada ayat (2) memuat saran dan
an Pengaduan masyarakat berupa

Pasal 46... ¢
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Pasal 46

(1) Kepala DPMPTSP men i
fnyampaikan rek i i i
dalaen Pasal 45 ayat (3) kepada B ‘ omendasi sebagaimana dimaksud
(2) Bupati mengirimk e
ginmkan rekomendasi sebagai i
e e Al gaimana dimaksud pada ayat (1)
e ot ga atau Perangkat Daerah yang mempunyai
menyelesaikan permasalahan terkait dengan
penyelenggaraan Perizinan Berusaha.
\3) ’;‘langgapan terhadap rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
aalampmkan secara tertulis kepada pengadu.
(4) E)it ;m hi}l re-komqndasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2] tidak
. ggapi, pejabat atau staf yang berwenang di DPMPTSP melakukan
oordinasi dan konsultasi dengan instansi/lembaga atau Perangkat Daerah
yang berwenang menyelesaikan permasalahan terkait dengan
penyelenggaraan Perizinan Berusaha.

Bagian Keenam
Penatausahaan

Pasal 47

(1) Penatausahaan Pengaduan masyarakat meliputi:
a. pemberkasan;
/b, penyimpanan;
c. penataan; dan

d. alih media.
(2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pelaporan

Pasal 48

(1) Tim Layanan pengaduan melalui kepala DPMPTSP menyampaikan laporan
kegiatan Pengaduan masyarakat setiap 6 (enam) bulan kepada Bupati.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah meliputi:

a. jumlah pengaduan;
b. jenis layanan yang
c. hasil pcnyclesaian
d. rekomendasi dan h

diadukan;
Pengadual masyarakat; dan
asil tindak lanjut rekomendasi.

Bagian Ketujuh j
Pemantauan Dan Evaluasi

Pasal 49
ang melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap
n

(1) Bupati berwe
lolaan Penga

kegiatan penge

duan masyarakat.

(2) Kewenangan... %
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(2) Kewenangan sebagaiman
DPMPTSP, A dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kepala

(3) Pemantauan dan evalyasi dili
kerja secara berkala dengan tj
(4) Pemantauan dan evaluasi dj
dalam setahun atau sesuaj de

ksunakan dengan cara melaksanakan rapat
m Layanan Pengaduan,

laksanakan paling rendah 6 (enam) bulan
ngan kebutuhan.

Pasal 50

Pemtantaua.n dan t'walusi dilaksanakan untuk mengetahui:
a. tercapainya tujuan dari pengelolaan Pengaduan masyarakat;

b. kesesuaian antara peluksanaan dengan perencanaan pengelolaan
Pengaduan masyarakat; dan

c. dampak pelaksanaan pengelolaan Pengaduan masyarakat.
Pasal 51

(1) Pemantauan dilaksanakan dengan cara pengumpulan data dan informasi
pada program pengelolaan Pengaduan masyarakat yang sedang
dilaksanakan.

(2) Evaluasi dilaksanakan terhadap seluruh tahapan pengelolaan Pengaduan
masyarakat. '

(3)#Evaluasi dapat dilaksanakan pada saat perencanaan, berjalannya kegiatan
dan selesainya pelaksanaan kegiatan di akhir masa anggaran pada tahun

yang bersangkutan.
(4) Hasil Pemantauan dan evaluasi digunakan untuk memperoleh informasi

dan memberikan rekomendasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan

Pengaduan masyaraket.
(5) Hasil pemantauan dan evaluasi disampaikan kepala DPMPTSP kepada

Bupati sebagai bagian dari pelaporan pertanggungjawaban sebagaimana
diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENGELOLAAN INFORMASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 52

am hal Informasi Yang Dikecualikan, setiap orang berhak

i terkait dengan Peri:l‘:inan Berusaha.

aksud pada ayat (1)!meliputi: .

a. melihat dan mengetahui informasi terkait dengan Perizinan Berusaha;

b. menghadiri pertemuan publik yang tt?rpuka untul;1 1-1mum untuk
memperoleh informasi terkait dengan Perizinan Berusaha;

¢. mendapatkan... %
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¢. mendapatkan salinan informasi
melalui Permohonar sesyaj den
d. menyebarluaskan informasi ter
ketentuan peraturan perundan

terkait dengan Perizinan Berusaha
gan quaruran Daerah ini; dan/atau
kait dt;mgan Perizinan Berusaha sesuai
g-undangan,

Pasal 53

DPMPTSP bertanggung jawab untuk:
a. melaksanakan kegiatan pen
diakses oleh masyarakat;

b. menyediakan, memberikan dan
Perizinan Berusaha Yang berad
Informasi.

c. menyediakan Informasi yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan;

d. memberikan alas?n yang jelas kepada pemohon Informasi terhadap
penolakan pemberian Informasi Yang Dikecualikan;
membuat SOP pemberian Informasi; |

menyediakan sistem Informasi dan Dokumentasi yang terintegrasi; dan

g. membentuk dan menetapkan PPID pembantu sebagai pengelola pelayanan
Informasi dan dokumentasi.

gelolaan Informasi secara terbuka dan mudah

{atau menerbitkan Informasi terkait layanan
a di bawah kewenangannya kepada pemohon

b 1

Pasal 54
!

Pengelolaan Informasi dilaksanakan dengan cara:
a. mengembangkan sistem informasi secara Pa.rlng dan Luring; dan
b. membentuk dan menetapkan PPID pembantu sebagai pengelola pelayanan

Informasi dan dokumentasi.

Bagian Kedua
Pembentukan PPID Pembantu

Pasal 55 |

!
(1) Bupati berwenang menunjuk PPID pembantu dalam rangka pengelolaan

Informasi di DPMPTSP. . . '
(2) PPID pembantu ialah pejabat pada bagian atau bidang yang menangani
Informasi dan dokumentasi di lingkungan DPMPTSP.

(3) PPID pembantu ditetapkan dengan Keputusan Bupati. :
(4) Ketentuan mengenai pembentukan dan tugas PPID pembantu dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pengembangan Sistem Informasi Secara Daring Dan Luring

Paragraf 1

Pengembangan Sistem Informasi Secara Daring

Pasal 56... %
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Pasal 56

(1) DPMPTSP  secara terkoordinasi
menyelenggarakan urusan pemerin
informatika bertanggung Jjawab un

(2) Sistem Informasi sebugaimana dj
Daring melalui:

a. situs web; dan/atay
b. sistem aplikasi, [

(3) Sistem Informasi secara Daring dilaksanakan
a. Sistem OSS; dan/atau
b. situs web milik Pemerintah Daerah.

dengan Perangkat Daerah yang
tahan di bidang komunikasi dan
tuk menyediakan sistem Informasi.

maksud pada ayat (1) dilakukan secara

secara terintegrasi dengan:

Pasal 57

(1) Bupati membentuk Tim Pengembangan Sistem Informasi dalam rangka
pengelolaan sistem Informasi secara Daring.

(2) Tim Pengembangan Sistem Informasi paling rendah terdiri dari:

a. pembina, yang dijabat oleh Bupati;

b. ketua, yang dijabat oleh kepala DPMPTSP;

c. sekretaris, yang dijabat oleh sekretaris DPMPTSP; dan

d. anggota. '

(3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri dari:
la. unit kerja sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang hukum,;

b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang: ;'
1. penelitian dan pengembangan Daerah; dan
2. komunikasi dan informatika; i

c. tenaga ahli sesuai kebutuharn.

(4) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf ¢ adalah setiap
orang atau badan hukum yang memiliki kompetensi dan keahlian dalam
bidang:

a. penelitian; dan/atau

b. teknologi informasi, yang terdiri dari:
1. perangkat lunak; i
2. perangkat keras; dan/atau
3. programer. f .

(5) Pembentukan Tim Pengembangan Sistem Informasi beserta tugas dan
tanggung jawabnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 58

Pengembangan Sistem Informasi dilaksanakan melalui tahapan:
a. perencanaan pengembangan;

b. analisa; ,

C. desain dan konstruksi sistem Informast; dan

1. penyajian data.

Paragraf 2... ?

v
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Paragraf 2
Pe;'lgembangan Sistem Informasi Secara Luring

Pasal 59

(1) DPMPTSP dan setiap Perangkat Daerah teknis yang berkaitan dengan

Fed) : A Bertsahy bertanggung jawab untuk menyedigkan Informasi
terkait dengan Perizinan Berusaha.

(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jenis Informasi yang
disediakan secara berkala.

(3) I;lfqmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah memuat:
a. profil kelembagaan Perangkat Daerah;
b. Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan dan SOP Perizinan Berusaha
di Daerah;

c. penilaian kinerja DPMPTSP; dan
d. persyaratan dasar Perizinan Berusaha. l
Pasal 60 ;
(1) Pemberian layanan Informasi kepada masyarakat dilakukan dengan cara
mengajukan permohonan secara tertulis.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi
persyaratan: '
fa. mencantumkan identitas yang jelas sesuai dengan kletentuan yang
berlaku dan/atau peraturan perundang- undangan;
b. mencantumkan alamat dan nomor telepon yang jelas; |
¢. menyampaikan secara jelas jenis Informasi yang dibutuhkan; dan
d. mencantumkan maksud dan tujuan permohonan Informasi yang dapat

dipertanggungjawabkan.

Pasal 61 !

(1) PPID pembantu bertanggung jawab menerima permohonan Informasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1). : ; .

(2) PPID pembantu melakukan pencatatan permohonan Ipfonnasl dari
Pemohon Informasi untuk kepentingan tertib admlmst.rasE. 1

(3) Paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima oleh PPID
pembantu, PPID pembantu bertanggung jawab menanggafl permintaan

: i i tertulis.

I { melalui pemberitahuan secara te 1 |

(4) ;ﬁ;ﬁ;ﬂ pen‘niitaan Informasi sebagaimana dimaksud |pada ayat (3)
meliputi: Y
a. permintaan Informasi diterima; |

] asi ditolak; atau i Lol g
b. pennm:c,:flgairlﬂ;rm o ahuan permohonan diterima atau ditolak.
c. perpanj aktu

B
butuhkan perpanjangan waktu
apan PPID pembantu mem : :

(5) Dalba.m 1ha:m t:ndgug;l ;jksu 4 pada ayat (4) nuruf ¢, maka paling lambat 7 (tujuh)
s€ ;-agaur-x PPID pembantu bertanggung jawab membentalhukan secara
hari l:tclja ! formasi diterima atau permintaan Informasi ditolak.
tertulis permintaan Inio

Pasal 62...

'
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Pasal 62 .

(1) Dalam hal permintaan Informasi diterima,
administrasi harus dicatatkan ke dalam fé\rm,u

(2) Dalam hal permintaan Informas;j ditolak
harus dicantumkan alasan penolakan.

maka dalam rangka tertib
, lir permintaan Informasi.
, maka tanggapan Informasi ditolak

Pasal 63

(1) Formu.lir permintaan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat
(1) disiapkan oleh PPID pembantu.

(2) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah memuat:
nomor formulir atau nomor pendaftaran;

nama pemohon Informasi; |

alamat dan nomor telepon pemohon Iﬁfc’:rmasi;

fotokopi kartu tanda penduduk pemohon Informasi;

subjek dan keterangan Informasi ya.ng: diminta;

alasan permintaan Informasi;

nama dan tanda tangan PPID pembantu; dan

. tanggal diterimanya permohonan meﬁmasi.

SR &m0 00Ty

BAB VII
b PENYULUHAN KEPADA MASYARAKAT

Pasal 64

(1) DPMPTSP bertanggung jawab dalam mglaksanakan penyuluhan kepada

masyarakat. | )
(2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk

penyebarluasan Informasi tentang:

a. hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat terhadap
pelayanan Perizinan Berusaha;

manfaat Perizinan Berusaha bagi masyarakat;

persyaratan dan mekanisme layanan Perizinan Berusaha;

waktu dan tempat pelayanan; dan

. tingkat Risiko kegiatan usaha. : :
(3) Penyelenggaraan penyuluhan kepada masyarakat dilakukan melalui:
media elektronik;

media cetak;

spanduk;

banner;

pamflet;

poster; dan/atau

. pertemuan. bagaimana dimaksud pada ayat (2] dan ayat (3)

4 nyuluhan se : p
(4) s;m:; g;MPTSP perkoordinasi dengan Perangkat Daerah teknis

secara periodik.

- N -

LIEE NSNS

Pasal 65...
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Pasal 65

Penyuluhan kepada masyarakat qj]
a. Pelaku Usaha;

masyarakat umum;

organisasi/asosiasi Pengusaha;

perangkat kecamatan; dan

perangkat dan masyarakat dj desa/kelurahan.

aksanakan kepada:

oo T

Pasal 66

(1) DPMPTSP dapat mglaksanaka.n
penyuluhan kepada masyarakat.
(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
a. pemerintah Provinsi;
b. instansi vertikal;
c. organisasi/asosiasi;
d. perguruan tinggi; dan/atau
e. pemerintah desa/kelurahan.
(3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
a. penyediaan narasumber, pendamping dan/atau pengajar;
b. bimbingan dalam pemenuhan persyaratan dan mekanisme layanan
}  Perizinan Berusaha; dan ,
c. penyediaan fasilitas penyuluhan, meliputi:
1. peralatan;
2. bahan penyuluhan;
3. tempat penyuluhan; dan/atau
4. modul. ;
(4) Ketentuan mengenai tata cara kerja sama Daerah dilaksanakan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII .
PELAYANAN KONSULTASI

Pasal 67 |

‘1) DPMPTSP bertanggung jawab melaksanakan layanan konsultasi terkait
izi Berusaha.
dengan penyelenggaraan Perizinan
(2) Layanan konsultasi diberikan kepada 'masyarakat untuk memperoleh
wawasan, pemahaman dan cara yang perlu dilaksanakan dalam menangani
! - -
kondisi atau masalah terkait dengan penyelenggaraan Penzm‘an E!Erusaha,
(3) Layanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. konsultasi teknis jenis layam.au:l Pemzmanaier}lsaha;
b. konsultasi aspek hukum Perzinan Berusaha; dan

i teknis. 7
(4) (I:..a penda?ptzix;ﬁ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh
yanan kon t Daerah teknis secara interaktif.

inasi dengan Perangka
DPMPTSP berkoordinas Pasal 68,

kerja sama dalam rangka penyelenggaraan

7
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Pasal 658

Pelayanan konsultas dilaksanakan dengan cara:

a. pmwdam ruang konsultasi di DPMPTSP dan/atau MPP;

b. penyediaan pelayanan konsultasi secara Daring. dan

¢. pembentukan tum pelayanan konsultasi oleh kepala DPMPTSP.

Pasal 69

(1) Kepala DmPTSPbﬂunm

untuk melaksanakan pengelolaan layanan konsultasi.

(2) Tin pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdini dan
. Bupati selaku penanggung jawab;
b. Sekretaris Dacrah selaky pengarah;
€. kepala DPMPTSP selaku ketua, dan
d. anggota, yang berasal dan pejabat struktural dan pejabat fungsional yang
membidang Penzinan tertentu di DPMPTS P
() Pembentukan dan pembagan tugas serta tangonung jawadb dan tum

pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Keputusan Kepala DPMPTSP atas name Bupati.

ng jawab membentuk tim pelayanan konsultas:

Pasal 70
’

Pelayanan konsultasi harus diaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan
kKhusus dan Penyandang Disabilitas.

BAB IX
PENDAMPINGAN HURUM

Pasal 71

(1 Pendampingan hukum didakukan dalam hal terdapat permasalahan hylum
dalam proses dan pelaksanaan peruinan yang melibatkan DPMPTYSP

() Pendampingan hukum dibernkan kepada Pelaku Usaha dan pejabat atay
staf G DPMPTRP

(3) Pendampingan hukum sebagaimana dunakeud pada ayat (1) dilakuban olen

unit kerja sekretariat Daerah yang menyeienggarakan ursan pemenistahan
di bidang hukum

Pasal T2

ta Pelakyu Usaha meliput
11) Pendampingan hukum kepad .
& membenkan konsultasi, pertimbangan stau pendapat huloem (gl

b mmm dan
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a. memberikan konsg i
ulta i
apinion); Sl pertimbangan atay pendapat hukum (legal

b. melaksanakan medias;-:

3
=
3
:
3
5
2
5
3
g
z
3
g

hukum dalam hal sen

gketa keperd -
negara sesuai d ataan atau sengketa tata usaha

€ngan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 73

pelaku Usaha yang mem i
ik i peroleh Pendampingan hukum harus memenubhi
a. mengajukan permohonan secara tertuli i
s kepada Bupati;
b. beralamat atau berdomisili di Daerah; dan i
:. memberikan data dukung berkenaan dengan permasalahan dalam proses
dan pelaksanaan perizinan yang melibatkari DPMPTSP.

Pasal 74

Pcndmflpingan hukum kepada pejabat atau staf di DPMPTSP dilaksanakan
melalui koordinasi antara DPMPTSP dengan unit kerja sekretariat Daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 75

Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud
k pemberian bantuan hukum kepada

¢

(1) Selain pendampingan hukum kepada

dalam Pasal 72 ayat (1), juga termasu
Pelaku Usaha.

(2) Ketentuan mengenai

pada ayat (1) dilak

pengalokasian anggaran penye

pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud
sanakan sesuai dengan Peraturan Daerah tentang

lenggaraan bantuan hukum.

BAB X
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 76
(1) Bupati berwenang melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap
n Perizinan Berusaha.

nyelen an : .
(2) l’:,w}:‘ gn?::sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kepala
DPMPTSP.
Pasal 77

cvaluasi dilakukan paling rendah 1 (satu) kal dalam

(1) Pemantauan dan
setahun.

B Sidasd Saa— pem antauan dan eveluasi terhadap keglatan
n

duan masyara'at sebagaimana diqusud dm Pasal 49
pengelolaan Penga u 51 berlaku secara mutaus mutandis terhadap

sampai den Pasal Perizinan Berusaha.
P - si terhadap penyelenggaraan BAD ’;

pemantauan dan evalu
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BABXI

PEM
BINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesaty
Pembinaan

Pasal 78 |

(1) Bupati bertanggungjawab m |
a. Pelaku Usaha; dan clakukan Pembinaan kepada:

b. aparatur sipil negara yang memiliki ty o
penyelenggaraan Perizinan Berusal, gas dan fungsi di bidang
(2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksi'd |
kepala DPMPTSP dan Perangkat D, adih ayat (1) dilaksanakan oleh
menyelenggarakan pelayanan Perizinan Bérie;ah teknis lainnya yang
(3) Pembinaan kepada Pelaku Usaha sebagcl':limanaa‘dimak d pad
huruf a dilakukan untuk pemenuhan nor. sud pada aya.\t (_1]
Parkdnin Barnisena Besbesis i rr?a, standar, prosedur, dan kriteria
siko sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan. ’
(4) Pembinaan kepada pejabat atau staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dilakukan untuk meningkatkan kapasitas, pengetahuan dan
kemampuan aparatur sipil negara di DPMPTSP, Perangkat Daerah teknis,
kecamatan dan desa/kelurahan guna mendukung pelaksanaan tugas dart
fungsi di bidang penyelenggaraan Perizinan Berusaha.

f
Pasal 79

(1) DPMPTSP dan Perangkat Daerah teknis lainnya yang menyelenggarakan
pelayanan Perizinan Berusaha dapat melakukan kenja sama dalam rangka

i iIm: Pasal 78.
i sebagaimana dimaksud dalam _
A " sud pada ayat (1) dilakukan antara

2) Kerja sama sebagaimana dimak .

() DP?.?PI‘SP dan Perangkat Daerah teknis yang menyelenggarakan pelayanan
Perizinan Berusaha dengan:
a. perguruan tinggi . .
b. organisasi/asosiasl pelaku us.'f\:a, e
c. lembaga pendidikan dan pelatihan;

d. pemerintah daerefh lai:ﬂc}ifi"’;l sud pada ayet (1) dilaksanakan sesuai
aiman

3) Kerja sama sebag gt
4 dex?gan ketentuan peraturan perundang-un
pasal 80

tuk:
Pembinaan dilakukan dalam ben

pendampingan;

Penyuluhan;

pelatihan; g

bimbingan teknis;

alih teknologi; dan e PP
pemberian tugas P& ?,

e a0 op
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Bagian Kedua
Pengawasan

Paragraf 1
Umum

Pasal 81

(1) Bupati berwenang melakukan Pen

Periinen Berusaha. gawasan terhadap penyelenggaraan

2) Pengawa i i
(2) . nglen :az aj_ebaga:ma.na dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
‘ o g ndalikan dan melindungi pelaksanaan suatu kegiatan usaha
; ikaitkan dengarl Risiko yang ditimbulkan;
. menflorong terwujudnya penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang
bersih dan berkualitas;
. mencegah Pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang Perizinan Berusaha; dan
d. menegakkan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang Perizinan Berusaha.

Pasal 82

(1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Perizinan Berusaha dilaksanakan
berbasis Risiko. |
(2)* Pengawasan berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan cara: ;
a. memastikan pemenuhan norma, standar, prosedur, dan kriteria
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko oleh Pelaku Usaha; dan/atau
b. mengumpulkan data, bukt dan/atau laporan terjadinya bahaya
terhadap keselamatan, kesehatan, lingkungan hidup, dan/atau bahaya
lainnya yang dapat ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan usaha.

Pasal 83
(1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Perizinan Berusaha dilaksanakan
berdasarkan pertimbangan:
a. tingkat Risiko kegiatan usaha; dan

i t kepatuhan Pelaku Usaha. : .
(2) t[)).alt;?ng];aa] tinpgkat Risiko kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat

T Pengawasan semakin sering dilakukan.
f a semakin tingglh, maka ;i :
g:ﬁhuﬂlh :1 ;ngkat kepatuhan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada
{3) aim;l) huruf b semakin rendah, maka Pengawasan semakin sering
ay

dilakukan.
Pasal 84

an terhadap Pelaku Usaha di Daerah meliputi:

(1) Pengawas P
a. Pengawasan rut.}n, dan
b. Pengawasan insidental.

(2) Pengawasan... f
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(2) Pengawasan terhadap UMK

sebagaimana dimaksud dajam padllakukan dalam bentuk pembinaan

sal 80.

Pasal 85
pengawasan dilakukan oleh:

a. DPMPTSP, terkait dengan
penyelenggaraan Perizinan Be
; rusaha,;
b. ;Zﬁizt tl:;?l?a‘;;l—l dtekms lait:mya yang menyelenggarakan Perizinan
) engan verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan

kegiatan usaha dan penerbitan i
; sertifikat stand :
sektor kegiatan usaha; dan/atau andar sesuai sektor dan sub

c. tim terpadu, terkait*dengan:
1. kegiatan usaha yang dijalankan Pelaku Usaha memiliki pembina lintas
sektor; atau

2. persetujuan Perizinan Berusaha melibatkan lebih dari 1 (satu) Perangkat
Daerah teknis di Daerah. !

Pasal 86

Hasil Pengawasan digunakan untuk memberikan masukan dan pertimbangan
kepada DPMPTSP bagi penetapan tingkat Risiko kegiatan usaha di Daerah.

Paragraf 2
» Tim Terpadu

Pasal 87

(1) Bupati membentuk tim terpadu untuk melaksanakan Pengawasan secara

terintegrasi.

(2) Tim terpadu sebagaimana dimaksu
a. Bupati selaku penanggung jawab;
b. Sekretaris Daerah selaku ketua;
c. kepala DPMPTSP selaku ketua pelaksana; dan
d

d dalam pada ayat (1) terdiri dari:

anggota, yang berasal dari pejabat atau staf pada Perangkat Daerah yang

menyelenggarakan urusan pemerin
pekerjaan umum dan penataan
ketenteramarn, ketertiban umum,

tenaga kerja;
lingkungan hidup;
perhubungan;
komunikasi dan info
koperasi, usaha kecil,
kelautan dan perikanan;
pariwisata;

. pertanian; . .

. zn:rgi dan sumber day2 mineral;

. perdagangan; dan/atau

perindustrian. it

tahan di bidang:

ruang,
dan pelindungan masyarakat;

rmatika;
dan menengah;

HOPMNO NP WP
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(3) Pembentukan, pembagian tugas dan tangggung jawab tim terpadl.l
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 88

(1) Tim terpadu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh
sekretariat yang memiliki fungsi fasilitatif di bidang tata usaha.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada DPMPTSP.

(3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh sekretaris
DPMPTSP.

(4) Anggota sekretariat terdiri dari pejabat administrasi dan/atau pejabat
fungsional di bidang Perizinan Berusaha pada DPMPTSP.

Pasal 89

Tim terpadu dalam melakukan Pengawasan dapat dilakukan secara
terkoordinasi dengan: |

a. Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan

). instansi vertikal terkait di Daerah.

Paragraf 3

Pengawasan Rutin

Pasal 90
4

(1) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf a
dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan dalam setahun.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap
pemenuhan norma, standar, prosedur, dan kriteria Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam peraturan
perundang-undangan pada pelaksanaan kegiatan usaha di Daerah.

Paragraf 4

Pengawasan Secara Insidental

Pasal 91

(1) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1)
huruf b dilakukan berdasarkan:

a. Pengaduan masyarakat; dan
b. Informasi atau temuan mengenai dugaan pelanggaran di dalam

penyelenggaraan Perizinan Berusaha.
(2) Pengawasan insidental dilakukan kepada kegiatan usaha berisiko rendah.

Pasal 92

Pengaduan masyarakat dan informasi atau temuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 91 ayat (1) terkait dengan:
a. ketentuan mengenai persyaratan perizinan yang harus dipenuhi;

b. kesesuaian. .,
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b. kesesuaian antara Perizinan Berusaha yang telah dikeluarkan oleh

Pemerintah Daerah dengan jenis kegiatan usaha yang dilakukan oleh Pelaku
Usaha; dan

¢. Pelaku Usaha yang menjalankan kegiatan usaha tanpa memiliki Perizinan
Berusaha.

Pasal 93

Setiap Perangkat Daerah teknis yang terkait dengan Perizinan Berusaha
bertanggung jawab dalam Pengawasan insidental.
' BAB X1l
PELAPORAN

Pasal 94

(1) DPMPTSP bertanggung jawab menyusun pelaporan kinerja penyelenggaraan
Perizinan Berusaha.

(2) Dalam hal tugas dan fungsi penyelenggaran Perizinan Berusaha juga
dilaksanakan oleh kecamatan atau pemerintah desa/kelurahan, maka
tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilakukan oleh
kecamatan atau pemerintah desa/kelurahan.

(31# Pelaporan oleh DPMPTSP sebagaimara dimaksud pada ayat (1) disampaikan
kepada Bupati.

(4) Pelaporan oleh kecamatan atau pemerintah desa/kelurahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui DPMPTSP.

(5) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) merupakan
informast publik yang dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat.

(6) Pelaporan dilakukan paling rendah 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB XIV
PARTISIPAS] MASYARAKAT

Pasal 95

(1) Masyarakat dapat berpartisipasi  dalam penyelenggaraan  Perizinan
Berusaha.

(2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

memberikan pendapat dan/atau masukan dalam tahapen perencanaan

atau penyusunan kebyakan penyelenggaraan Penanan Berusaha,

b. melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah untuk mengadakan
kegiatan dalam rangka penyelenggaraan Peruninan Berusaha, dan

¢. ikut melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan
Perizinan Berusaha

HBAB XV

f'

(8 Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

BAB XV |
PENDANAAN 1\
Pasal 96 |

Pendanaan penyelenggaréan Perizinan Berusaha bersumber dari:
a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan |
b. pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat. |

BAB XVI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 97

(1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai
Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dé.pat diberikan
kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhada;l) pelanggaran
ketentuan dalam Peraturan Daerah ini. !

(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: i
a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau

laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Peﬁz‘linan Berusaha
agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai Perizinan

Berusaha tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan

! dengan tindak pidana; ;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari Perizinan Berusaha
sehubungan dengan tindak pidana; i

d. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang |meninggalkan
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan
memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa;

e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan
tindak pidana;

f. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi;

g. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana; |

h. menghentikan penyidikan; dan |

melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancar?n penyidikan

pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

-
.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 98 !

(1) Setiap orang yang melanggar ketenmap.sebagaimana cl_inﬂaksud dalam
Pasal 7 ayat (1) huruf 2 dan huruf b dipidana dengan pidana kurungan
paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00
lima puluh juta rupiah). : |

(2) Snndaian pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ada]ah pelanggaran. ¢
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BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 99

mulai berlaku, permohonan Perizinan

Pada saat Peraturan Dacrah ini
Berusaha yang telah di

Berusaha yang sementara dalam proses dan Perizinan
tetapkan sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, harus disesuaikan

dengan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak
Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XIX
* KETENTUAN PENUTUP

Pasal 100
Penetapan Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini
ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini

diundangkan.

Pasal 101
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daeral ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belu.

Ditetapkan di Atambua,
pada tanggal 2 Oktober 2023

Diundangkan di Atambua
pada tanggal 2 Oktober 2023

\SE/KRffiRISDAERAH KABUPATEN BELU, &

It

i.
#JOHANES ANDES PRIHATIN
),
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELU TAHUN 2023 NOMOR 03

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR : NOREG 03/2023
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PENJELASAN
ATAS
RANC '
ANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU

NOMO$§ TAHUN 2023
NTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

1. UMUM

T ahi?'ls?'}:,: ayat (4) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia
. mex?egaskan Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar
ﬁieadﬁxkis:ka:rnomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi,
J jutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta
dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
Kete.n?:uan. tersebut menegaskan bahwa demokrasi ekonomi menuntut
partisipasi rakyat sepenuhnya, yaitu melaksanakan bahkan ikut menikmati
hasil pembangunan.

Untuk menjalankan amanat Pasal 33 ayat (4) Undang Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, di dalam Visi dan Arah
Pembangunan Jangka Panjang Indonesia 2005-2025 khususnya dalam
bidang Hukum menginginkan adanya penyederhanaan syarat dan prosedur
dalam penerbitan berbagai perizinan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh
Pemerintah dalam rangka penyederhanaan syarat dan prosedur dalam
penerbitan berbagai perizinan adalah dengan membuat paket kebijakan
deregulasi dan rcregulasi terhadap peraturan perundang-undangan yang
dianggap tidak mendukung investasi, utamanya bidang perizinan dengan
berikan kemudahan berusaha melalui kebijakan hukum perizinan.
tah dalam mendorong kebijakan hukum
perizinan adalah dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat Dan Pemerintahan Daerah.

Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha
untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau Kkegiatannya.
Kewenangan pemerintah daerah di dalam penyelenggaraan Penzinan

Berusaha antara lain penolakan permohonan pelayanan yang tidak
: : dang-
{ persyaratan sesual dengan ketentuan peraturan perun

memenuhi persy bitan produk layanan Perizinan Berusaha

undangan, pelaksanaan pener .
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan I?cnca!mftan
dokumen Perizinan Berusaha. Melalui pengaturan mengenai Perizinan

Berusaha ini akan menjadi dasar hukum pemerintah daerah Kabupaten
an Perizinan Berusaha guna mewujudkan
Belu melaksanakan peny elenggaraan

- i pelaku usaha serta

. erhanaan perizinan usaha bag pe ;
efektifitas c::iln?k:{k‘:n i dan kegiatan berusaha di
mampu m

ekosistem investasi
Kabupaten Belu.

mem
Bentuk dari komitmen pemerin

Peraturan...
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II.

Peraturan Daerah Kabupaten Belu mengenai Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha mengatur mengenai jenis perizinan, persyaratan Perizinan
Berusaha, pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat,
pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat, pelayanan
konsultasi, pendampingan hukum, pemantauan dan evaluasi, pembinaan

dan Pengawasan, pelaporan dan pendanaan.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Ayat (1)
huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

Huruf c...
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huruf ¢

Y .

y:;‘g :fmaksud dengan pendampingan adalah kegiatan

LanB llak-ukan untuk memfasilitasi kelompok rentan,
Jut Usia dan/atau Penyandang Disabilitas dalam

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
) Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas,
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
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Pasal 36
Cukup jelas,
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas,
Pasal 39
Cukup jelas,
Pasal 40
Cukup jelas,
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
}Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59... %
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Pasal 59

Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas,
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3) -
o Huruf a

Yang dimaksud dengan konsultasi teknis jenis layanan
Perizinan Berusaha misalnya konsultasi terkait dengan
persyaratan teknis yang harus dipenuhi dalam rangka
pengurusan Perizinan Berusaha.
Huruf b
Yang dimaksud dengan konsultasi aspek hukum Perizinan
Berusaha misalnya konsultasi terkait dengan dasar hukum
peraturan perundang-undangan, jenis larangan dan
kewajiban yang diatur di dalam ketentuan Perizinan
Berusaha dan lain sebagainya.
Huruf c
Yang dimaksud dengan pendampingan teknis misalnya
pendampingan dalam menyusun persyaratan, menuliskan
formulir, dan memberikan penjelasan terkait hal teknis
lainnya.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71... ?
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rasal 7 1

Cukup jelas,
Pasal 72

Cukup jelas,
Pasal 73

Cukup jelas.
Pasal 74

Cukup jelas,
Pasal 75

Cukup jelas.
Pasal 76

Cukup jelas.
Pasal 77

Cukup jelas.
Pasal 78

Cukup jelas.
Pasal 79

Cukup jelas.
Pasal 80

Cukup jelas.
Pasal 81

Cukup jelas.

! Pasal 82 |

Cukup jelas.
Pasal 83

Cukup jelas.
Pasal 84

Cukup jelas.
Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86 5
Cukup jelas. |
Pasal 87 '

Cukup jelas.
Pasal 88

Cukup jelas.
Pasal 89

Cukup jelas.
Pasal 90

Cukup jelas.
Pasal 91

Cukup jelas.
Pasal 92

Cukup jelas.
Pasal 93 |

Cukup jelas: ~ Pasal 94 . ?y
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Pasal 94

Cukup jelas.
Pasal 95

Cukup jelas.
Pasal 96

Cukup jelas.
Pasal 97

Cukup jelas.
Pasal 98

Cukup jelas.
Pasal 99

Cukup jelas.
Pasal 100

Cukup jelas.
Pasal 101

Cukup jelas.
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